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PERATURAN BUPATI BEKASE

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAM 1ZN REKLAME DI WILAYAH KABURATEN BEKASI

M Ennimea: g

Mangingat

bahwa dalam rangkamengkatkan Pendapatan Ash
Dacrah  Semdm  (PADS) Khususnya ¢ bidang
penyelengoaraan lzin Reklame, dipandang perdu dhiadakan
mekaniame penanan yang ransparan, ofeklifdan sfasien -

bafea guna mendskung dskanm penyelenggaraan Lan
Reklame sabagamana dimaksud pada hunuf a lersstyt o
atas, sebagai upaya melindung: kepentingan dan kel iban
Lemum, maka pertu diatur deagan Peraturan Bupati

Undarng—undang Nomor 14 Taban 1950  teniang
Pambenuben Deerah—dseah Mabupaten dalam ghungan
Propinel Jawa Barsl (Berfa Negers Republik Indonesis
Tahun 1850)

Undang-undang MNomar M Tahun 2004  teriaeg
Fembentukan Peraturan Perundang—tUndangan {Lembaran
Megara Repsbik livdomsia Tahen 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Megara Rekpablik Indonzga NMomor
4388},

Urmang—undang MNomor 32 Tahun 2004 lemtang
Pemerintanan  Berah  (Lembaran  Negara  Repubik
Indonesia Tatmn 20Mbmor 125 Tambshan Lembaran
Megara Republik indonasia Nomor 44377;

Urndangindang MNomor 33 Tahimn 2004  tedbang
Padmbangan Keuangat antaa Peiseditah Pusat dan
Pemerntahan Deerah (Lembaran Negara Republk
onesia Tahun 2004 Momor 176, Tambsthan Lesnbaran
Hegaras Repyblic Isdonesia Nomor 44383



Menatapian

10.

¥

Peraburan Pemenntah Nomer 65 Tehun 2007 jen bing Pajel
Daerab (Lembaran Megara Repebiik Indonssia Tahun 2001
NMonor 118, Tanbahah Lembaran Negers Republl
hdonesia Nomor  4138);

Peraturan Pemeintah Nomor 66 Tahun 2001 wnteng

Refribusi Ceersh (Leimbaran Negam Republk indonesss
Tahun 2001 Momor 119. Tambahan Lembaran Negams
Republik Indcsesia Nomor 4139);

Peraturan Pemenntazh Nomor 38 Tabun 2007 ntoeg
Pembagian Urusan Pemefintahan, antarz  Pemerintak,
Pemaerintahan Daeah Propinsi dan Pemernighan Dusrah
Kabupaten®ota (Lembaran Megara Repeblk ndonesia
Tahun 200¢ Nomor 82 Tambahan Lenbaran Nagasa
Republik Indosesia Nomor 47377

Perabuwan Daerah Kabapaten Ozerah Thngkat | Baasi
MNomor OF Tahun 1998 tentang Fajak Reklame (L embsaian
Daerah Kabupaten Bekasi Tabwr 1999 Nomoe 2 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupatern Bekasi Nomor 4 Tahun 2004
tetary Pembentukan Organsasi  Perangkat Dmwab
Kabupaten Bekasi {Lembaran Daerab Kabupaky Bakasi
Tahun 2603 Nemor 3 Sen [;

Peratran Bupati Bekasi Nomor 4 Tanan 2005 tentang

Organmsasi dan Tala Kerga Dwnas Pemmukanan dan
Fertamanan Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

. PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN

IZN FEKLAME D WILAYAH KABUPATEN BEKASI

BAR |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksod dengan

il

ol A )

Dacsah addah Kalypaten Bekam
Pemerintah Caerah adalah Perangkat [ssrah sebagai unsur penyelenggaraan

Pamerintah Dasmah.

Kapala Caerah adalah Bupah Bekasi

Sekretarts Theran adalah Selretaris Daerah Kabupaten Bekas:

Diras adalah Dinas Permukman dan Pefiamanan Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas adalsh Kepala Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten

Bekasi



{3)Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (%) Pasal i bagi sellsp

permohonan penyelenggaraan rexlame wajib metampitkan pesyaraian ashagel
berikut ;

= - )

Foto copy Katu Tandza Penduduk (KTP) Pemahon;

Foto Copy Surat Izin Relame [ perpamangan ) ;

Lkuran Rsaklame / Desan Gambar Rekiane /Photo Rekdamna;

Surd kKuasa pengurusan n apabila dibenkan kuasa kepada pihak kechus |
Surdt keterangan sewafizin sewa tanah bangunan yang digumakan
Densh lokasl pemasangan redame,;

Pasal 4

(t)Pemiik reklame [ produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhif
melampirkan parsyaratan sebagai berikut

a0 o

Ale perdinan Perusahaan dan atau Perubahannya;

Memilik) Surat zn Perusahaan Perdagangan [(SIUP);

Memlki Momor Polck Wajib Pajak (NPWF):

Mengounakan tenaga ahli penegang Surat lrin Bekerfa Perencanasn (SBF)
din Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (SIUK) untuk peisieangzn atou yang
dpersamakan

(2)Perusahaan jasa periklanan atau bro reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal
Z harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sehagai berian

AR e

—

Diutamakan bedomisili di Kabupaen Belasi

Akte pandnan perusahaan dan atau perubahannya

Memilk Sust 12in Perusahaan Ferdagangan [(SIUPY;

Memilki Nomaor Pokak Waiibh Pajak Dnesah (NPYWHD);

Memiliii tanggung jawab langsung yang memdiki surat [on  Bekerga
Ferencanaan (SIBP) sekurang—kurangnya golangan B bidang konstroksi
Memilki Surat Kuasa barmateral cukup dan penilc Produk yang akan
menyeienogamkan rekbume

BAB 11
PERIZINAN REKLAME

Pasal &

Batiap penyelengdaraan rekiarne wdjib tedebih dabuly mendapdk an izin dari Bupati
seldhy Kepala Dagah mdalui Kepala Dinas Permukiman dan  Pertamanan
KabupAten Bekasi

Pasl &

{1)Proses penyelenggaraan penznan rakiane dilaksanakan oleh Dinas Permukman
dan Ferfamanan Kabupaten Bekasi
(2) Tugas Pokok sebagaimana dmaksid pada ayat {1). mebputi

&

b

Mdaksanakan nvemarsasi terhadap meds-meda promost yang ielah
dpasang,

Mengadakan pesertiban dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan
reklame di wilayah Kabupt en Bekas:



rh

£ Melakukan evaiuasi dan penaaan terhadap pelaksanaan serta pemdssngan
reklame ;

d Melaksanakan pembongkaran atas konstuksi redame yang idak memiliki zin,
zuch habis masa berlakunya dan atay tidak dilakukan perpanjangan sizsusi
dengan persyaratan yang telah ditetaphan;

g Melsksanakan mpat koordinasi dan mengkaji pola pelaksanagn inkensifikasi
Pajak secara penodik;

[ Mermbanu Mengoptimalkan pelaksanaan Intensifikasi dan Sosialisasi Pajak

Fedame

Melaksanakan Proses penzinan redame atau pendak an zn reklame

Mzlagorkan secara leruls kepada Bupat melslui Sekretans D azmh

=

Pasal 7

(IMasa Surat in Reklame beraky 2 | dua belas ) bulan atau 1 Tahun sejak
tangeal ditetapkan

(Z)Masza pajak adalah jangka waku tertenu yang lamanya sama dengan jangka
waku penyelenggarsan rekiame

{3 Surat B Relame dapat diperpanjang kembali selana tidak ada perubahan
terhadap ukuran, kontrick kkas redame dan nskah relame,

Pasal B

Proses permohonan penyelengaraan reklame adalah ssbagai berikt

a Pemohon mengajukan permchonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Permukinan dan Partamanan

b linas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi meneliti kelengkapan data

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 |

Pencatatan data ddam bk registrasi,

Rapat koordinas) Inslansi / Dinas terkait,

Peninjauan iapangan,

Panerbitan Surat bn Reklame [ SR )

Perhitungan pajak rakiame dan atau refribusi yang berkaitan dengan pemasangan

rekbme:

Fenerbitan suml Pemberitahiuan Pajak Daeah (SPTPD)

Fenerbitan Surat Ketetapan Pajak Daersh ( SKPD ) Reklame dan atau Surat

Ketetapan Refbusi Deerah | SKRD ) yang berkaitan dengan pemasangan

Ehiame,

Penyerahan SKPD dan atau SKRD:

Fembayaran Pajak reklame dan retribusi yang beriaman dengan pemasangan

rekiame dias DTherahb:

. Penenmaan fanda funas Pajak Feklame yang disefar dengan pehyefshan oz
Reklame kepada pemohon

m Pemperian Siker 2in reklame tarhadap reklame yang telah diterbitkan @=n dan
lunas membayar pajak reklamea

= | e oGt

=

Pasai @

Lama proses pananan peimohonan penyelengarzan reklame adalah sedama 12 (dua
belazy hart kena setelah persyaratan kengkap



Fazal 10
Bagan alur mekamisme proses pelayanan pemberian dan pespanjangan min dan

pajzk reklame sebagaimana dimaksuo Fasal 10 tercanum dabm  fanpran
Peraturan n

Pasal 11

Proses parmohenan penyelenggaraan rekiame yang pemanfaatan itk pernasangan
reklame Meialui peleiangan dtetapkan metalul Keputuzan Bupati.

BABR v
PERPANJANGAN IZHN

Pasal 12

Setap pemohon perpaangan 20 idak diperkenankan umiuk melakukan pendahan
terbadap ukuran, kontrdsi, lakasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame

Pazal 13

Fermohonan perpamangan jan yang dserz dengan perubahan sebagaimana
proses permohonan 1zn eklame baru sesum dengan yang telah diatr dalam Pasal 7

8AB v
PENGAWASAN

Pazal 14
Heglatan pengawasandan Pangendalian penyelengaraan reklame ditaksanakan ofeh
Binas Pemukiman dan Petamanan dan Instans)d Dinas tarkart

Fasal 15

MHasil kegidtan pangawasan cen penerliban didaporkan kepada Bupab melshs
Sekretztis LDaerah

BAB ¥l
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN LZN

Pasal %

Tata cara pembatdan dan pancabutan iZin :

(1 Apabila pemilipemegang izin  melakukan  pelanggaran | ketentuan
penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud Pasal 2 maka 7in yang
sucah dikeluarkan akan dicabut



Pazal 21

Segda pembiavaan yang berkaitan dengan pelzksanaan Peratu@n inj dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belaya Daerah Kabupaten Bdasi

BAB Vit
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupai i mulan berlaku pada tangsgal diondangkan.

AgQa selap orang dapat meangetahuinya, memenntabkan pengundangan Peraiuran
Bupat: in dengan menempatkannya dalam Barta Dacrah Kabupaten Belasi

Ditelapkan di Bekasi
paca tanggal. -

A
4, ,L, BLI;J;.HEEHASI ;

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ors HRHER RY_K OESAE RISMSi
Pembina LHama Muda
NP 010 181 157
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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintzh Kabupaen Bekasi
4 Desa Sukamahi Kecamaan Ckarang Pusat

BEX ASNI
Bekas ¢ oo 2008
Eepada
Nz B/ N SHuk Y Sesnmes Dpaen Kpb Dekas

et

BEMASI

HOTA PENGAIUIAN KONSER NASKAH DINAS

Drsarmpaian dengam omme

Kepada Sekratarie Daesh Kabupaten Bexast

Dan . Wopa3 Esgian Hukam

Tertang Mohon perandatanganan Benta  Deerah Kaby igten

- Bak-am
Catntan Sehubungan den g telah  ditetapkapya  Peraturan
' Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2008  lentaw

P esiyatiggar 320 Izin Reklame di Wilayah Kabupden
Bekas: dan untuk melskeanakan kejerjuan Pasal W7
ayat (2 Undang-Usdang MNomor 32 Tahun 2004 tertang
Pemerinizhan Dassh yang berbuny: “Pengundangan
Paira daiam LEmbaran Daesh dan Pershran Kepala
Daerah dalam Berita Daech dilakukan oheh Sedonetans
Daemn. maka bersama i kami samgmkan naskah Berta
Liaah dinaksud untuk mobon diandatancam

Lampean saty L3S

Untuk mahon tanda Fanourstasmn Perswan Bupa

tangan aas

DISPOSISI PIMPIKAN FKEPALA Bﬂﬁl?’“

Cﬁ :

DARMEZONA., SH.
Paewbili2 Thgkat |

MNIFP. 480 099373



